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ABSTRACT

The problem of land access control in Indonesia still faces challenges such as
limited community capacity, overlapping regulations, and the high potential for
agrarian conflict. To address this, the government established the Land Bank
Agency (BBT) UU No. 11/2020 and PP No. 64/2021. This study aims to analyze the
regulations, institutional structure, and benefits and challenges of the Land Bank
in Indonesia by comparing its model with Land Banks in the United States,
specifically the Detroit Land Bank Authority (DLBA). The method used is
qualitative research with a descriptive-comparative approach, through a
systematic literature review (SLR) supported by bibliometric analysis using VOS
Viewer and reference screening using the PRISMA framework from the Scopus
database. The results show that the BBT in Indonesia has a strong regulatory
foundation, but still faces obstacles in data transparency, cross-institutional
coordination, and public participation. In contrast, the DLBA offers a more flexible,
participatory, and community-based institutional model, with an open information
system and diverse funding. In conclusion, the opportunity for adapting the DLBA
model in Indonesia lies in strengthening community participation, transparency of
land data, and institutionalization so that the Land Bank can function more

inclusively and sustainably.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Pemerintah mengeluarkan
kebijakan yang berfokus terhadap pembangunan infrastruktur. Hal ini tercermin
dari dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Pada periode pertama masa jabatannya.
Yang kemudian Peraturan Presiden ini mengalami perubahan secara berturut — turut
yakni Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 56
Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020. Berdasarkan Pasal 1
ayat (1) Perpres Nomor 3 Tahun 2016 yang dimaksud sebagai Proyek Strategis
Nasional (PSN) adalah proyek yang diselenggarakan oleh Pemerintah baik di
tingkat pusat maupun daerah atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk
pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka menciptakan lapangan
pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Fokus pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur bahkan tercermin dari
data yang dikeluarkan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang telah
mengalokasikan dana untuk pengadaan lahan proyek strategis nasional (PSN)
sebanyak Rp159,89 triliun dalam periode 2017 — 2023. Alokasi anggaran yang
besar ini menyiratkan bahwa pemerintah memiliki prioritas tinggi dalam
pembangunan infrastruktur. Sebagai perbandingan Badan Anggaran DPR RI
mengalokasikan RAPBN sebanyak Rp87,6 Triliun untuk subsidi LPG 3 Kg

Secara normatif dan empiris sejak pemerintah membuat kebijakan Projek
Strategis Nasional (PSN) dalam menyediakan tanah pemerintah masih melalui
mekanisme pengadaan tanah dimana Pemerintah masih harus melakukan ganti
kerugian terhadap masyarakat yang terkena dampak pembangunan, hal ini sesuai
dengan bunyi PP Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Proyek Strategis
Nasional Pasal 9 ayat (5). Yang menyatakan bahwa dalam hal pengadaan lahan
pemerintah masih harus tunduk terhadap rezim hukum pengadaan tanah yang
berlaku secara positif di Indonesia. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh KPA

(Konsorsium Pembaharuan Agraria) dari total 100% lahan yang digunakan
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pemerintah untuk pengadaan dalam PSN, terdapat 49,8% diantaranya
menyebabkan 40 konflik agraria. Lebih jauh lagi KPA, (2021). Dari total 40 konflik
tersebut terdapat 16 kasus pembangunan jalan tol dan pembangunan pembangkit
Listrik delapan kasus

Pembangunan infrastruktur dan penyediaan lahan adalah dua hal yang tak
terpisahkan, yakni sebuah pembangunan tidak akan berjalan apabila tidak ada lahan
yang tersedia. Menyikapi hal ini maka pemerintah, melalui Menteri Agraria dan
Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Periode (2016 — 2022) Sofyan Djalil
dalam forum Infrastructure Outlook 2022 oleh CNBC Indonesia dengan tema
Infrastruktur Tonggak Kebangkitan Ekonomi, menyatakan sikap bahwa pemerintah
saat ini mengalami krisis ketersediaan lahan untuk pembangunan khususnya pada
Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sedang digalakan oleh Presiden Joko
Widodo. Maka dari itu ia menegaskan bahwa jawaban dari krisis tersebut adalah
dengan dibentuknya suatu lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam
penyediaan lahan, yakni Badan Bank Tanah Indonesia yang muncul dalam Undang
— Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Yang kemudian
diatur lebih lanjut pelaksanaannya dalam PP Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Badan
Bank Tanah.

Penyediaan tanah oleh bank tanah sejatinya bukanlah hal yang baru di dunia,
sebelumnya sudah banyak negara di dunia yang mengaplikasikan konsep tersebut,
khususnya dalam menghadapi isu ketersediaan lahan baik untuk kebutuhan
infrastruktur, perumahan dan komersil. Ketersediaan lahan rupanya bukan satu —
satunya isu yang akan diselesaikan oleh Bank Tanah karena rupanya di negara lain
Bank Tanah telah dijadikan sebagai solusi menghadapi masalah — masalah yang
berhubungan dengan tanah.

Salah satu negara yang secara eksisting telah menggunakan Bank Tanah
adalah Amerika Serikat, berdasarkan studi yang dilakukan oleh (Spelman, 1993)
didapati adanya asumsi bahwa properti terlantar meningkatkan potensi tindak
kriminalitas. Pada studinya ia menggunakan sebuah sample pemukiman
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Robertson Hill, Austin, Texas.

Berdasarkan hasil penelitiannya ia menemukan bahwa 41% properti terlantar dapat
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diakses dengan paksa oleh orang lain yang bukan pemilik properti tersebut,
bangunan kosong yang dapat diakses dengan paksa itu kemudian dijadikan sebagai
tempat berlangsungnya aktivitas kriminal, hal ini didukung dengan adanya fakta
bahwa terdapat barang — barang illegal seperti narkotika serta obat-obatan terlarang
dan senjata api.

Fenomena tanah atau properti terlantar ternyata tidak hanya merugikan secara
ekonomi jika kita berkaca terhadap temuan (Spelman, 1993). Tetapi tanah atau
properti terlantar juga dapat menyebabkan tingginya angka kriminalitas. Contoh
lain dari Amerika Serikat adalah sebuah penelitian yang dilakukan oleh (Bushman
et al., 2023) dengan judul “Associations between Land Bank ownership and
stewardship of vacant properties and crime, violence, and youth victimization in
Flint, M1.” menghasilkan temuan bahwa properti terlantar yang dikelola oleh
Genesee County Land Bank Authority (GCLBA) memiliki dampak yang baik bagi
lingkungan yaitu rendahnya angka kriminalitas jika dibandingkan dengan
lingkungannya lainnya di Kota flint, Michigan.

Persoalan tanah terlantar ternyata tidak hanya terjadi di Amerika Serikat
tetapi juga terjadi di Indonesia. (Nurlinda Ida dan Pujiwati Yani, 2014) melakukan
penelitian terhadap topik ini, yang mana mereka mengutip data hasil identifikasi
dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tahun 2011, yang mendapatkan
temuan adanya 7,3 juta hektar tanah di Indonesia yang terindikasi terlantar.
Sementara tanah yang sudah dinyatakan terlantar baru 459 bidang yang luasnya
mencapai 4,8 juta hektar, sebagai perbandingan luas Negara Singapura hanya
73.570 hektar. Berdasarkan penelitiannya (Nurlinda Ida dan Pujiwati Yani, 2014)
menyatakan bahwa Identifikasi tanah terlantar yang dilakukan oleh pemerintah
kebanyakan hanya mencakup wilayah Perkebunan dan masih minim menyoroti
wilayah urban atau perkotaan yang konsentrasi penduduknya lebih banyak jika
dibandingkan dengan wilayah perkebunan. Hal ini selaras dengan data yang
dikeluarkan oleh BPS, 2022 melakukan survey dan mendapatkan temuan bahwa
rumah tangga yang memiliki rumah lain yang tidak ditempati oleh rumah tangga
tersebut adalah sebanyak 26,53% dari total 100% rumah tangga yang memiliki
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kepemilikan rumah. Hal ini menjadi indikasi tingginya angka tanah atau properti
terlantar di Indonesia.

Hal ini bahkan diperparah dengan persepsi masyarakat Indonesia saat ini yang
menyandarkan gagasan bahwa tanah adalah sebuah instrument investasi yang
dijadikan sebagai akumulasi kapital. Tentunya hal ini bertentangan dengan
semangat yang digelorakan oleh Ir. Soekarno (1959) ketika mengesahkan Undang
— Undang Pokok Agraria (UUPA). Dalam pidatonya yang menggelora ketika
menggaungkan semangat landreform ia menyerukan bahwa:

“Tanah untuk mereka jang betul — betul menggarap tanah! Tanah tidak untuk

mereka jang dengan duduk ongkang — ongkang mendjadi gendut-gendut

karena menghisapan keringatnja orang-orang jang disuruh menggarap tanah
itu!”

Penggalan pidato ini menguraikan suatu pokok penting yang kemudian
dijadikan sebagai pedoman dasar dalam rezim hukum tanah kita yakni bahwa tanah
bukanlah sekedar instrument atau alat untuk memperkaya seseorang atau suatu
entitas, namun tanah haruslah membawa manfaat bagi masyarakat yang hidup
diatas dan disekitarnya. Oleh karena itu tanah harus dimanfaatkan secara maksimal
dan tidak boleh didiamkan.

Namun sayangnya gagasan besar ini kandas ketika terjadi pergantian rezim
orde lama menjadi orde baru, Indonesia mengalami liberalisasi ekonomi dengan
mengesahkan Undang — Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal
Asing (UUPMA) berdasarkan pasal (14) memperbolehkan perusahaan —
perusahaan modal asing mendapatkan hak atas tanah selain hak pakai, seperti Hak
Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB), yang jangka waktu haknya
mengikuti ketetapan UUPA yakni HGB sepanjang 30 tahun dan dapat diperpanjang
selama 20 tahun berdasarkan pasal (35), HGU diberikan jangka waktu 25 tahun dan
dapat diperpanjang selama 25 tahun berdasarkan pasal 29, dan tentunya Hak Pakai
dengan jangka waktu menurut keperluannya berdasarkan pasal 41. Selain diberikan
kepastian hukum dalam bentuk hak atas tanah, pemerintah juga memberikan
keringanan dalam bentuk leverage yakni keringanan pajak dan pungutan—pungutan

lainnya yang dibebankan kepada perusahan — perusahaan modal asing.
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Keadaan ini kemudian menyebabkan terjadinya hiatus dalam redistribusi
tanah, yakni kegiatan penyediaan tanah untuk masyarakat utamanya masyarakat
berpenghasilan rendah, atau kaum proletar jika penulis meminjam istilah Marx dan
Engles. Hal inipun menimbulkan banyak konflik agraria. menyebutkan bahwa pada
masa orde baru kebijakan agraria lebih mengutamakan kepentingan negara dan elit
politik. Imbasnya akses masyarakat terhadap tanah menjadi diterbatas dan memiliki
kecenderungan diabaikan oleh negara. Sutadi dkk (2018) menyebutkan bahwa
terdapat 3 kebijakan agraria pada era orde baru yaitu pelaksanaan agenda
landreform hanya berhenti pada masalah teknis administratif, kedua adanya
pengingkaran atas keberadaan kebijakan pokok yang mengatur masalah agraria di
Indonesia yang termaktub dalam UUPA dan UUPBH, dan ketiga menghapus
legitamasi partisipasi dari organisasi massa rakyat tani.

Tentunya hal ini merupakan kemunduran apabila kita menggunakan
perspektif ekonomi kerakyatan yang fondasi utamanya merupakan kesejahteraan
rakyat. Melihat hal ini penulis mencoba berkontemplasi bahwa tanah merupakan
sumberdaya alam yang sangatlah diperebutkan, bahkan jika dibandingkan dengan
minyak ataupun emas tanah dapat menciptakan konflik mulai dari skala kecil
hingga global. Seperti halnya yang belakangan terjadi di Gaza, dimana terjadi
konflik bersenjata antara Milisi Hamas dan Israel untuk memperebutkan
semenanjung barat. Dan tentunya konflik berdarah ini memperebutkan tanah. Jika
kita mundur lebih jauh lagi, Penulis teringat akan sosok Adolf Hitler terhadap
lebensraum Evan’s J. Richard, (2005) konsep lebensraum merupakan gagasan yang
dituangkan kedalam bentuk perjuangan rasial rakyat jerman untuk menjadikan
Eropa Timur sebagai hunian baru. Padahal pada masa itu Eropa Timur merupakan
wilayah bagian dari Negara Uni Soviet. Dan tentunya cara Hitler untuk
mewujudkan gagasan ini adalah dengan cara peperangan.

Jika kita melihat Jerman pada masa Third Reich yang menggunakan cara
perang untuk menyediakan tanah untuk rakyat Jerman, maka poin yang dapat kita
ambil adalah betapa pentingnya penyediaan tanah untuk keberlangsungan
kehidupan umat manusia. Namun tentunya dalam penyediaan tanah kita tidak dapat

serta merta menggunakan jalan kekerasan apalagi sampai melanggar hak asasi
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manusia seperti halnya yang dilakukan oleh Hitler. Pada praktiknya saat ini
pemerintah masih menggunakan rezim hukum pengadaan tanah yakni Undang —
undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum yang kemudian disempurnakan dengan Undang Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (UUCK). Pemutakhiran hukum
pengadaan tanah ini kemudian memunculkan sebuah disruption terhadap hukum
pengadaan tanah yakni kehadiran Badan Bank Tanah pada pasal 125 dalam UUCK.

Mahardika dan Suyanto (2022) mengatakan bahwa keberadaan Bank Tanah
dapat menghadirkan adanya praktik monopoli di bidang pertanahan yang berimbas
pada adanya penguasaan — penguasaan tanah oleh golongan tertentu dan terjadinya
permainan harga tanah di pasar. Namun disisi lain Arnowo Hadi (2022)
Menyebutkan bahwa Bank Bank akan menciptakan keadilan ekonomi, dimana bank
tanah akan berperan dalam penyediaan tanah untuk berbagai kepentingan
pembangunan di Indonesia. Di masyarakat terdapat banyak konradikasi terhadap
kemunculan Bank Tanah pada khususnya dan Undang — Undang Cipta Kerja atau
Omnibus Law. Kehadiran bank tanah di Indonesia sejatinya dapat menjadi dua mata
pisau dimana disatu sisi bank tanah dapat membantu pemerintah dalam
menjalankan manajemen pertanahan khususnya dalam hal penyediaan tanah untuk
pembangunan atau bahkan untuk kegiatan redistribusi tanah.

Dengan tugas pokok dan fungsi bank tanah yang luas memungkinkan bank
tanah untuk memberikan kontribusi yang riil terhadap pembangunan yang
dilaksanakan pemerintah. Namun saat ini keberadaan bank tanah belum
memberikan dampak yang signifikan atau paling tidak belum banyak dibicarakan
oleh khalayak umum. Menjadikan bank tanah sebagai objek kajian penulis dalam
penelitian ini merupakan satu hal baru yang menarik bagi penulis. Dikarenakan
konsep bank tanah merupakan kebaruan didalam keilmuan manajemen pertanahan,
untuk itu dalam penelitian yang nantinya akan penulis ajukan. Penulis akan coba
membandingkan konsep bank tanah yang ada di Indonesia dengan bank tanah yang
ada di Amerika. Dikarenakan Indonesia dan Amerika memiliki diferensiasi yang
fundamental mulai dari sistem pemerintahan, sistem hukum dan bahkan sistem

ekonomi. Selain diferensiasi tersebut, Penulis memilih Amerika dikarenakan
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Amerika sudah sejak lama menggunakan konsep landbanking untuk menyelesaikan
isu — isu di bidang pertanahan. Dan sudah banyak bank tanah di dunia yang
menggunakan model bank tanah di Amerika. Untuk itu penulis tertarik untuk
mengajukan judul skripsi penulis yaitu ‘“Perbandingan Konsep Bank Tanah
Indonesia dan Amerika Serikat”.
B. Rumusan Masalah
Kebaharuan konsep Bank Tanah dalam hukum pertanahan di Indonesia

tentunya memberikan begitu banyak ruang untuk pengembangan. Sementara itu
kelembagaan Bank Tanah di Amerika Serikat sudah ada sejak tahun 1971
memberikan gambaran besar dari segi regulasi, pelaksanaan dan tantangan yang
akan dihadapi oleh Bank Tanah di Indonesia. Untuk itu membandingkan antara
Bank Tanah yang ada di Indonesia dan Amerika Serikat akan memberikan
gambaran tentang kelebihan dan kekurangan serta dapat mengisi ruang kosong
terhadap pengembangan Bank Tanah di Indonesia. Maka dari itu penulis akan
terfokus pada rumusan masalah, antara lain adalah:

1. Bagaimana pengaturan pembentukan bank tanah di Indonesia dan di

Amerika Serikat?
2. Bagaimana kelembagaan bank tanah di Indonesia dan di Amerika Serikat?
3. Apa manfaat dan tantangan dari adanya bank tanah di Indonesia dan di
Amerika serikat terhadap manajamen pertanahan?
4. Apa Tantangan dan peluang implementasi konsep bank tanah di Indonesia

dan di Amerika Serikat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian:

1. Mengidentifikasi pengaturan hukum dan kelembagaan Bank Tanah di
Indonesia (Badan Bank Tanah) dan Amerika Serikat (Detroit Land Bank
Authority).

2. Mengidentifikasi persamaan dan perbedaan kelembagaan Bank Tanah

di kedua negara.
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3. Menilai manfaat dan tantangan implementasi Bank Tanah dalam
manajemen pertanahan di Indonesia dan AS.
Kegunaan Penelitian:
1. Akademis: Menyumbang literatur komparatif tentang model Bank
Tanah di negara berkembang (Indonesia) dan negara maju (AS).
2. Praktis: Menjadi referensi bagi pemerintah dalam meningkatkan
efektivitas Badan Bank Tanah melalui pembelajaran dari AS.
3. Sosial: Memberikan perspektif baru dalam menangani isu tanah
terlantar dan konflik agraria di Indonesia.
D. Batasan Masalah
Penelitian ini memiliki Batasan masalah yakni terkait objek penelitian. Dalam
hal ini peneliti mengkaji Perbandingan konsep Badan Bank Tanah Indonesia dan
Konsep Detroit Land Bank Authority (DLBA).
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil kajian sistematis dan analisis perbandingan antara Bank

Tanah di Indonesia dan model yang diterapkan di Amerika Serikat (DLBA),

diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Pembentukan Bank Tanah
Di Indonesia, pembentukan Badan Bank Tanah (BBT) dilandasi oleh tekanan
regulatif yang kuat, terutama melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja dan PP No. 64 Tahun 2021. Landasan hukum ini memperlihatkan peran
dominan negara dalam membentuk kelembagaan pertanahan. Sebaliknya,
pembentukan DLBA di Amerika Serikat lahir dari tekanan normatif dan
kognitif, yakni kebutuhan komunitas lokal terhadap revitalisasi properti dan
partisipasi warga. Ini menunjukkan bahwa kekuatan regulasi perlu ditopang
oleh penerimaan sosial dan legitimasi komunitas.

2. Struktur dan Kelembagaan Bank Tanah
BBT di Indonesia memiliki struktur birokratis yang tersentralisasi, dengan
keterlibatan publik yang terbatas. Hal ini membuatnya rentan terhadap rigiditas
administratif dan minim kolaborasi lokal. Di sisi lain, struktur DLBA lebih
fleksibel dan kolaboratif, melibatkan warga serta organisasi non-pemerintah
dalam pengelolaan aset tanah. Melalui perspektif teori institusional, struktur
kelembagaan yang mampu menyeimbangkan tekanan regulatif, normatif, dan
kognitif akan lebih adaptif dan berkelanjutan.

3. Manfaat dan Tantangan Bank Tanah dalam Tata Kelola Pertanahan
Manfaat BBT secara teoritis mencakup penyediaan tanah untuk kepentingan
publik dan reforma agraria, namun implementasinya masih terbatas akibat
minimnya transparansi data, resistensi sosial, dan lemahnya sinergi antar
instansi. Sementara itu, DLBA menunjukkan manfaat konkret dalam
revitalisasi kawasan, pemberdayaan masyarakat, dan akuntabilitas publik.

Tantangan implementasi BBT di Indonesia berasal dari struktur kelembagaan
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yang belum responsif terhadap kebutuhan lokal dan belum mengintegrasikan
nilai-nilai sosial budaya dalam tata kelola. Oleh karena itu, peluang adaptasi
model DLBA terletak pada penguatan tekanan normatif dan kognitif, serta
penciptaan sistem yang lebih partisipatif dan transparan di Indonesia.

B. Saran
Berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan penelitian, peneliti menyampaikan

beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Indonesia
Meninjau kembali pendekatan regulatif dalam pembentukan Bank Tanah agar
lebih inklusif secara sosial. Pemerintah dapat melibatkan pemangku
kepentingan lokal dalam penyusunan regulasi pelaksanaan Bank Tanah,
sehingga kebijakan yang lahir tidak hanya berbasis legal-formal, tetapi juga
mendapat legitimasi dari masyarakat serta sesuai dengan konteks lokal. Ini
akan memperkuat keseimbangan antara tekanan regulatif, normatif, dan
kognitif sebagaimana dijelaskan dalam teori institusional.

2. Untuk Badan Bank Tanah (BBT)
Membangun struktur kelembagaan yang lebih adaptif dan partisipatif, dengan
membuka ruang kolaborasi bersama pemerintah daerah, BUMDes, dan
organisasi masyarakat sipil dalam pengelolaan tanah negara. Selain itu, BBT
juga perlu meningkatkan transparansi dengan menyediakan data aset tanah
yang terbuka dan mudah diakses publik, guna mendorong akuntabilitas serta
menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya
Dilakukan studi lanjutan berbasis lapangan mengenai efektivitas kelembagaan
dan manfaat sosial-ekonomi dari implementasi Bank Tanah. Penelitian dapat
menggunakan pendekatan studi kasus di daerah tertentu serta
membandingkannya dengan praktik land banking internasional seperti DLBA,
agar menghasilkan rekomendasi kelembagaan yang lebih kontekstual dan

aplikatif bagi pengelolaan pertanahan di Indonesia.
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